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ANDI ATIRA BUNYAMIN (B111 13 557) DENGAN JUDUL 
“PELAKSANAAN DISKRESI PADA TINGKAT PENYIDIKAN 
TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI BAWAH 
BIMBINGAN BAPAK H.M.Said Karim SELAKU PEMBIMBING I DAN 
BAPAK Amir Ilyas SELAKU PEMBIMBING II  
 Penelitian ini berlokasi di Polrestabes Makassar, membahas 
tentang Diskresi Kepolisian dalam Penanganan Anak yang Berkonflik 
dengan Hukum. Perlindungan khusus yang diberikan kepada anak yang 
berkonflik dengan hukum. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui 
dasar pertimbangan penyidik dalam menerapkan diskresi dan apa 
hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam menerapkan diskresi 
terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Polisi sebagai pelindung 
masyarakat memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan 
kepada anak yang berkonflik dengan hukum, salah satunya ialah 
kewenangan Diskresi. Pelaksanaan kewenangan polisi khususnya 
penyidik pada anak yang berkonflik dengan hukum berguna untuk 
menghindari hukuman karena penerapan pidana merupakan pilihan 
terakhir jika masalah tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara lain.  
 Dari hasil penelitian yang dilakukan di Polrestabes Makassar 
khususnya di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak , ada beberapa 
pertimbangan yang diterapkan oleh kepolisian khususnya penyidik anak 
dalam menggunakan kewenangan diskresi untuk menyelesaikan kasus 
Anak yang berkonflik dengan hukum yakni pelaku masih dibawah umur, 
tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan, kerugian 
yang dialami oleh korban tidak membahayakan nyawa, keresahan yang 
diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh anak, persetujuan 
korban atas penerapan diskresi, kesediaan pelaku dan keluarga pelaku 
untuk menepati perjanjian dan syarat diskresi, dan ada beberapa 
hambatan yang di hadapi penyidik dalam menggunakan kewenangan 
Diskresi yakni minimnya pengetahuan penyidik mengenai penggunaan 
kewenangan Diskresi, masil lemahnya penegakan hukum di indonesia 










ANDI ATIRA BUNYAMIN (B111 13 557) with title “Implementation of 
Discretion on Investigation Stage Against Children in Conflict with 
Law”. Supervised by H.M.Said Karim as the first supervisor and Amir 
Ilyas as the second supervisor.  
 The research was conducted in Polrestabes Makassar 
particularly in Women and Children Protection Unit, discussing Police 
discretion, special protection given to those children, in handling children 
in conflict with law. Police as the public protectors have the authority to 
provide protections towards children in conflict with the law, one of which 
is the authority of Discretion. The exercise of the authority in particular 
conducted by police investigator on children in conflict with the law aims to 
avoid the application of criminal penalty as it is the last option given only if 
the the problem can not be solved by other means. 
The results of the research showed that there are several considerations 
taken by the police officers particularly investigators on children in 
exercising their authority of discretion in handling cases of the children in 
conflict with law such as the children are still under age, the criminal 
offense committed is a misdemeanor, the losses suffered by the victim 
donot endanger life, anxiety caused by criminal offense committed by 
children, consent of the victim of the application of discretion. In addition, 
there are some barriers faced by investigators in exercising the authority 
which are the lack of knowledge of the investigator regarding the use of 
authority of discretion, weak law enforcement in Indonesia, especially 
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A. LATAR BELAKANG 
 Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha 
Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat yang patut dijunjung 
tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa 
anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak 
Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan 
Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-
prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan 
terbaik anak, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang, dan menghargai 
partisipasi anak 1. 
 Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda 
yang merupakan salah satu sumber daya manusia yang merupakan 
potensi dan penerus cita – cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan 
strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan 
dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan 
perkembangan fisik,mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras,dan 
seimbang. Selain itu anak merupakan harapan orang tua yang sudah 
seharusnya mendapatkan pembinaan dari sejak dini, anak perlu 
mendapatkan kesempatan yang seluas luasnya untuk dapat berkembang 
                                                          
1 Rika Saraswati, HukumPerlindunganAnak di Indonesia, Bandung, PT Citra AdityaBakti, 
2009, hal 1 
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secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial.Terlebih lagi bahwa masa 
kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang 
pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode 
pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia. 
 Pada dasarnya anak yang memiliki keterbatasan dalam memahami 
dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Oleh 
karenanya ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, Negara harus 
memberikan perlindungan kepadanya. Secara hukum Negara Indonesia 
telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan 
perundang-undangan di antaranya UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 
Manusia dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 2 
Pada hakikatnya  anak  kerap  berkonflik  dengan  lingkungan 
sosialnya, setiap hari angka kriminalitas yang dilakukan oleh anak 
semakin bertambah,  terlebih  anak  masih  memiliki  jiwa  yang  tidak 
stabil.  Tidak  jarang  pula terdapat anak  yang berkonflik  dengan hukum, 
diakibatkan perbuatan mereka yang dianggap salah atau anti sosial oleh 
masyarakat. Anak  yang berhadapan dengan  hukum  kerap  di  kaitkan  
dengan Juvenille  deliquance atau  kenakalan  anak,  istilah Juvenille  
deliquance muncul  di  forum  yang  ada  pada  Badan Peradilan di 
Amerika Serikat dalam rangka membentuk suatu Undang- undang bagi 
anak yang memiliki masalah di Amerika Serikat. 
                                                          
2Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversidan 
Restorative Justice, Bandung, PT. RefikaAditama, 2009, hal XV 
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Juvenille berarti adalah anak-anak, anak muda yang memiliki ciri 
atau karakteristik sifat-sifat khas masa remaja. Deliquance berarti berbuat 
suatu hal yang    salah, terabaikan / diabaikan / mengabaikan,    yang    
kemudian    pada perkembangannya  di  perluas  menjadi  jahat,  anti  
sosial,  kriminal,  pelanggar aturan masyarakat, perusak, pengacau, dan 
lain-lain3.  
Penyelesaian  kasus  anak  yang  melalui  jalur  pengadilan  adalah  
cara yang  dianggap  membahayakan  perkembangan  jiwa  anak,  di  
mana  terdapat ketakutan   sebagian   orang   bahwa   penyelesaian   
melalui   pengadilan   akan membuat  anak  mengalami  beban  mental  
dan  sosial   yang  teramat  berat. Berdasarkan  peraturan  perundang-
undangan  yang  ada  terdapat  kesempatan untuk  anak  yang  
berhadapan  dengan  hukum  menyelesaikan  kasusnya  di  luar 
persidangan atau hukum yang berlaku. 
Salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia ialah Kepolisian 
Negara Republik Indonesia dimana dalam pasal 1 angka 1 UU No.2 
Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan 
Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan 
lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang 
memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 
menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan , pengayoman, dan 
pelayanan kepada masyarakat.  
                                                          
3Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Bandung, Refika Aditama, 2005, Hal 9 
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Dalam melaksanakan tugasnya kepolisian di berikan beberapa 
kewenangan , salah satu kewenangan yang diberikan ialah kewenangan 
Diskresi, lahirnya kewenangan Diskresi pada Kepolisian didasarkan pada 
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, Pasal 18 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi :  
1) Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian Negara Republik 
Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat 
bertindak menurut penilaiannya sendiri.  
2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) 
hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu 
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta 
kode etik Profesi Kepolisian Negara Republik 
Diskresi    adalah    wewenang    dari    aparat    penegak    hukum    
yang menangani   kasus   tindak   pidana   untuk   mengambil   tindakan   
meneruskan perkara   atau   menghentikan   perkara,   mengambil   
tindakan   tertentu   sesuai dengan   kebijakannya.Kewenangan   aparat  
penegak   hukum   yang  disebut discretion atau  ‘diskresi’,   
Diskresi sebagai  salah  satu  jalan dalam  menangani  kasus  anak  
adalah salah    satu    kewenangan    dari    pihak    kepolisian. Diskresi 
diharapkan dapat meminimalisir angka  anak  yang  harus  mengalami  
penahanan  dan  segala  bentuk  aturan  dalam  hukum  pidana  positif. 
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Sehingga untuk mengetahui bagaimana penegak hukum 
khususnya kepolisian dalam menggunakan kewenangannya khusunya 
kewengan Diskresi di tingkat penyidikan dalam penyelesaian tindak 
pidana yang dilakukan oleh anak, maka penulis mengangkat judul yakni  
“PELAKSANAAN DISKRESI DI TINGKAT PENYIDIKAN 
TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM ” 
 
A. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar  belakang 
masalah  diatas,  maka Penulis  mengemukakan  rumusan  masalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum penyidik dalam 
menerapkan diskresi terhadap anak yang berkonflik dengan 
hukum ? 
2. Apa hambatan dalam penerapan diskresi terhadap anak yang 
berkonflik dengan hukum?  
B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum penyidik dalam 
menerapkan diskresi terhadap tindak pidana penganiayaan 
anak yang dilakukan oleh anak 
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan diskresi 
terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. 
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Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan penelitian ini 
adalah: 
1. Memberi sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan 
hukum pidana. 
2. Sebagai  literatur  tambahan  yang  membahas  tentang  
Diskresi yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap Tindak 
Pidana yang dilakukan oleh anak 
3. Untuk menambah wawasan Penulis maupun pembaca pada 
bagian pidana, serta merupakan satu syarat dalam 



















A. Tindak Pidana  
1. Pengertian Tindak Pidana  
  Istilah delik atau het straafbaarfeit dalam ilmu hukum memiliki 
banyak pengertian maupun terjemahan – terjemahan yang bermakna 
serupa. Terjemahan atau tafsiran tersebut diantaranya ada yang 
menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh 
dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana 4 . 
Perbedaan - perbedaan istilah seperti ini hanya menyangkut 
terminologi bahasa yang ada serta untuk menunjukkan tindak hukum 
apa saja yang terkandung didalamnya5.  
  Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “strafbaarfeit”, 
di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat 
penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan 
strafbaarfeit itu sendiri. Kata tindak pidana biasanya di sinonimkan 
dengan delik yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
mengartikan sebagai berikut6 :  
“Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena 
merupakanpelanggaran terhadap undang-undang tindak 
pidana” 
                                                          
4SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : Storia Grafika, 2002, hal 204 
5Ruslan Saleh, Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta : Aksara Baru, 1983, 
hal 20  
6 Kamus Besar Bahasa Indonesia 
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 Tindak pidana atau delik menurut wujud dan sifatnya adalah 
perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan 
masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat 
terlaksananya tata pergaulan dalam masyarakat yang dianggap baik 
dan adil. Perbuatan yang anti sosial dapat juga dikatakan sebagai 
suatu tindak pidana. Beberapa pendapat lainnya yang dikemukakan 
oleh para sarjana mengenai istilah straafbaarfeit antala lain 7 , 
Moeljatno yang memakai istilah “perbuatan pidana” untuk 
menggambarkan isi pengertian straafbaarfeit dan beliau 
mendefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu 
aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa 
pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.  
  Beberapa pengertian Tindak Pidana yang dirumuskan oleh 
para ahli yaitu8:  
1).  D. Simons  
Menurut Simons, Tindak pidana adalah tindakan melanggar 
hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan 
sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas 
tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai 
suatu tindakan yang dapat dihukum. Dengan batasan seperti ini, maka 
menurut simons, untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi 
unsur-unsur sebagai berikut :  
                                                          
7Sattochid Kartanegara, Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah) Bagian i, Jakarta : Balai Lektur 
Mahasiswa, 1995, hal 74  
8 SR Sianturi, op.cit, hal 203 
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a. Perbuatan manusia, baik dalam pengertian arti perbuatan 
positif (berbuat) maupun negatif (tidak berbuat)  
b. Diancam dengan pidana  
c. Melawan hukum  
d. Dilakukan dengan kesalahan  
e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab  
2).  J. Bauman 
Menurut J. Bauman, perbuatan/tindak pidana adalah perbuatan 
yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan 
dilakukan dengan kesalahan.   
3).  Wirdjono Prodjodikoro  
Menurut beliau, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang 
pelakunya dapat dikenakan pidana.  
4).  Pompe  
Menurut Pompe, dalam hukum positif strafbaarfeit lain adalah 
feit (tindakan), yang diancam pidana dalam ketentuan undang-
undang. Tindak Pidana atau straafbaarfeit pada dasarnya adalah 
suatu pelanggaran kaidah dan terganggunya ketertiban umum, 
terhadap para pelakunya mempunyai kesalahan dimana pemidanaan 
yang diberikan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban 





5).   Utrecht  
Utrecht memberikan definisi yang menganjurkan pemakaian 
istilah peristiwa pidana untuk menterjemahkan istilah straafbaarfeit 
tersebut, menurut beliau, pemakaian istilah peristiwa pidana sudah 
tepat karena meliputi suatu perbuatan (handalen) ataupun suatu 
kelalaian (zerzuim). 
 Perumusan makna berbagai bentuk perbuatan tersebut, secara 
mutlak harus termaktub dalam unsur formil, yaitu mencocoki rumusan 
perundang-undangan dan unsur materil yaitu bertentangan dengan 
cita-cita yang ingin dicapai dalam kehidupan bermasyarakat. 
  Tindak pidana / perbuatan pidana itu sendiri dapat 
diklarifikasikan atas dasar-dasar tertentu yaitu sebagai berikut9 :  
a. Menurut sistem KUHP, tindak pidana / perbuatan pidana 
dibedakan antara kejahatan (misdrijven) dimuat dalam buku 
II dan tindak pidana pelanggaran (overtredingen) dimuat 
dalam buku II.  
b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak 
pidana formil (formil delicten) dan tindak pidana materil 
(materiele delicten).  
c. Berdasarkan bentuk kesalahnnya dibedakan antara 
tindak/perbuatan pidana kesengajaan (dolus) dan tindak 
pidana kelalaian (culpa).  
d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan 
antara tindak pidana aktif/positif atau tindak pidana komisi 
(delicta commissionis) dan tindak pidana pasif/negatif 
disebut juga tindak pidana omisi (delicta ommissionis).  
e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat 
dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak 
pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung terus.  
f. Berdasarkan sumbernya, maka dapat dibedakan antara 
tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.  
                                                          
9Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta, Rajawali Press, 2002, hal 122 
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g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, maka dapat dibedakan 
atas tindak pidana communia (delik yang dapat dilakukan 
siapa saja) dan tindak pidana propria (dapat dilakukan 
hanya oleh orang yang memiliki kualitas tertentu) 
h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal 
penuntutan, maka dapat dibedakan atas tindak pidana 
biasa (gewone delicten) dan tindak pidana pengaduan 
(klacht delicten). 
i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan 
maka dapat dibedakan antara tindak pidana dalam bentuk 
pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana 
yang diperingan. 
j. Berdasarkan kepentimgsn hukum yang dilindungi, maka 
dapat dibedakan atas tindak pidana/perbuatan pidana 
terhadap nyawa, harta benda, tindak pidana kesusilaan dan 
sebagainya.  
k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu 
larangan dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak 
pidana berangkai.  
 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana  
Setelah melihat berbagai definisi di atas, maka dapat diambil 
kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah 
perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan 
pidana10. Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-
unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan 
manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu 
tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana 
yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 
pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri 
dari unsur subjektif dan unsur objektif. 
 
                                                          
10Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2010, hal 50 
12 
 
1) Unsur Objektif  
Unsur yang terdapat di luar diri si pelaku. Unsur-unsur yang ada 
hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan – keadaan di 
mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari11 :  
a. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelicjkheid 
b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaanya sebagai 
 pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 
415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris 
dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut 
Pasal 398 KUHP. 
c. Kausalitas , yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai 
 penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.  
2) Unsur Subjektif  
Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si 
pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke 
dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. 
Terdiri dari12 :  
a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau Culpa). 
b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau 
pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP 
“Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu 
                                                          
11 P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Citra Aditya 
Bakti,1997, hal.193 
12 Ibid, hal 194 
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telah ternyata dari permulaan pelaksanaan, dan tidak 
selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan 
karena kehendaknya sendiri” 
c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 
misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan, pemalsuan dan lain-lain. 
d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad 
seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan 
menurut Pasal 340 KUHP. 
e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan 
tindak pidana  menurut Pasal 308 KUHP. 
 
B. Diskresi 
1. Pengertian Diskresi 
Diskresi dalam Black Law Dictionary berasal dari bahasa 
Belanda “Discretionair” yang berarti kebijaksanaan dalam halnya 
memutuskan sesuatu tindakan tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan 
peraturan, Undang-Undang atau hukum yang berlaku tetapi atas 
dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan.13 
Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan pasal 1 angka 9 menyebutkan Diskresi adalah 
Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan 
                                                          
13Yan Pramadya, Kamus Hukum, Semarang, 1977, hal 91. 
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oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang 
dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan 
perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak 
lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. 
Diskresi adalah wewenang dari aparat penegak hukum yang 
menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan 
meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan 
tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya14. 
Thomas  J.  Aaron  mendefinisikan  diskresi    menjadi : 
discretion  is power  authority  conferred  by  law  to  action  on the 
basic of judgement of conscience, and  its  use  is  more  than  idea  of  
morals  than  law. Yang  dapat  diartikan  sebagai  suatu   kekuasaan  
atau  wewenang  yang  dilakukan  berdasarkan    hukum    atas    
pertimbangan   dan   keyakinan   serta   lebih   menekankan  
pertimbangan-pertimbangan     moral     dari    pada pertimbangan 
hukum15.  
Menurut kamus Y.C.T Simorangkir Dkk, diskresi diartikan 
sebagai kebebasan mengambil kepantasan dalam setiap situasi yang 
dihadapi menurut pendapatnya sendiri16 
Menurut Hadi Sapoetra, Diskresi adalah kebijaksanaan 
bertindak atas dasar pertimbangan individual dalam menghadapi 
situasi-situasi yang ada.  
                                                          
14Kemal Dermawan, sosiologi peradilan pidana, Jakarta, Buku Obor, 2015, hal 102 
15Yan Pramadya, op.cit, hal 91. 
16C.S.T Simorangkir, Dkk, Kamus Hukum Indonesia, Jakarta: Alinea Baru, 1980, Hal 45. 
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Dari pengertian-pengertian tentang istilah discretion tersebut 
tidak diperoleh sinonim katanya dalam bahasa indonesia. Oleh karena 
itu istilah discretion hanya akan diterjemahkan menjadi diskresi saja, 
sedangkan untuk istilah “Police Discretion” akan diterjemahkan 
menjadi “diskresi kepolisian” untuk membedakannya dengan diskresi 
yang diterapkan oleh pejabat-pejabat lain selain instansi kepolisian.  
Penggunaan kata diskresi selalu berhubungan dengan 
kepolisian dalam lingkup pelaksanaan tugas kepolisian atau diskresi 
yang diterapkan oleh anggota kepolisian. Jadi diskresi selalu dikaitkan 
dengan pengambilan keputusan, kekuasaan atau kewenangan yang 
dilakukan oleh seseorang terhadap persoalan yang dihadapi.17 
Dengan demikian apabila kata diskresi itu digabungkan dengan 
kata kepolisian yang dapat diartikan suatu kebijaksanaan berdasarkan 
kekuasaannya (power) untuk melakukan suatu tindakan atas dasar 
pertimbangan dan keyakinan dirinya18 
Pelaksanaan Diskresi atau discretionary power merupakan 
dasar dari pelaksanaan Diversi, yakni memberikan kesempatan bagi 
penegak hukum dalam membuat keputusan sesuai dengan rasa 
keadilan atas pertimbangan subyektif petugas penegak hukum itu 
sendiri. Dengan kata lain diskresi dianggap sebagai kebebasan 
kekuasan untuk membuat suatu keputusan atas dasar kewenangan 
                                                          
17Djoko Prakoso, Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum, Jakarta, PT. Bina 
Aksara, 1987, Hal 180 
18M.Faal, Penyaringan Perkara Pidana oleh Kepolisian (Diskresi Kepolisian), Jakarta : PT 
Pradaya Paramita, 1991, Hal 15. 
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yang dimilikinya dengan pertimbangan pribadi dengan memperhatikan 
kebaikan dan keadilan bagi semua pihak, guna mencari alternatif lain 
yang bukan pidana.19  
Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari 
efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh 
keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana20.  
Menurut Jack E. Bynum dalam bukunya Delinquency a 
sociological approach, memberikan pengertian diversi ialah Diversion 
ia an attermpt to divert or channel out, youthful offenders form the 
juvenile justice system (diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan 
untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak 
keluar dari sistem peradilan).  
Dalam sistem peradilan pidana, secara strategis tindakan 
diskresi ditentukan oleh polisi sebagai “the gate keeper of criminal 
justice system”, yang menentukan masuknya kasus pidana dalam 
sistem peradilan. Melalui diskresi, suatu pengalihan bentuk 
penyelesaian dari penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke 
alternatif penyelesaian dalam bentuk lain diluar pidana dimungkinkan. 
Dengan kata lain diskresi dianggap sebagai kebebasan kekuasaan 
untuk membuat suatu keputusan atas dasar kewenangan yang 
dimilikinya dengan pertimbangan pribadi dengan memperhatikan 
                                                          
19Kemal Dermawan, op.cit, hal 101 
20Marlina, op.cit, hal 2  
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kebaikan dan keadilan bagi semua pihak, guna mencari alternatif lain 
yang bukan pidana21. 
2. Dasar Hukum Diskresi oleh Kepolisian  
Pelaksanaan diskresi harus dilakukan dengan pertimbangan-
pertimbangan yang jelas, yang bertujuan untuk menghindari munculnya 
penilaian negatif dari masyarakat bahwa penerapan diskresi oleh 
kepolisian dianggap sebagai permainan pihak kepolisian untuk 
memperoleh keuntungan materi dari pihak-pihak berperkara. Agar 
penerapan diskresi oleh kepolisian tidak dipandang sebagai alat 
rekayasa dari aparat kepolisian untuk memperoleh keuntungan pribadi, 
maka penerapannya harus dilandasi dasar hukum yang kuat.  
Secara umum pelaksanaan Diskresi merupakan tindakan yang 
lumrah dan dilaksanakan sejak dulu oleh para pengambil keputusan 
karena diskresi tidak dapat dihindarkan dalam penegakan hukum 
disebabkan dua alasan yaitu22: 
a. Penerapan aturan dalam kasus yang sebenarnya dalam 
kenyataan pasti membutuhkan sifat bijaksana dari seorang 
petugas. Suatu perbuatan pidana dapat diterapkan aturan 
yang sama namun di lain kondisi tidak bisa karena alasan 
yang ada pada saat itu. Aturan pada prinsipnya diterapkan 
secara subjektif oleh penegaknya. Kemampuan subjek 
pelaksanaan bervariasi tergantung tanggapannya terhadap 
                                                          
21Kemal Dermawan, Ibid, hal 102 
22Marlina, op.cit, hal 5      
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tindakan pelanggaran yang terjadi. Sebagai contoh misalnya 
dalam suatu kasus perbuatan yang dianggap melanggar 
akan dianggap pemaksaan kehendak oleh seorang petugas 
tapi pada petugas lain akan mempertimbangkan faktor 
apakah pelaku membela haknya atau karena terpaksa atau 
kelalaian atau sengaja karena kesembronan dan lain-lain 
yang tidak sama dengan petugas pertama dalam 
memberikan pertimbangan.  
b. Eksistensi, kepentingan dan penerapan diskresi memberi 
kesan bahwa penegakan hukum tidak memberikan batasan 
untuk menyelidiki dan meneliti kesalahan bila memang di 
temukan. Penegakan hukum tetaplah dijamin bagi masyrakat 
luas dan bukan ditentukan oleh satu orang atau individu saja   
Beberapa perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar 
hukum penerapan diskresi, khususnya dalam proses penegakan hukum 
pidana, antara lain: 
a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian,  
Pasal 15  
(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan lainnya berwenang  : 
k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam 
lingkup tugas kepolisian 
Pasal 16  
(1) dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses 
pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang 
untuk : 




(2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l 
adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang 
dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut : 
a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum,  
b. selaras dengan kewajiban hukum yang 
mengharuskan tindakan tersebut dilakukan,  
c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam 
lingkungan jabatannya, 
d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang 
memaksa dan 
e. menghormati hak asasi manusia.  
Pasal 18  
(1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian menyebutkan bahwa untuk kepentingan 
umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia 
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat 
bertindak menurut penilaiannya sendiri. 
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang 
sangat perlu dengan memperhatikan peraturan 
perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi 
Kepolisian Negara Republik Indonesia.  
 
b. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP 
Pasal 7 
(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) 
huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:  
j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 
bertanggung jawab.  
 
  Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP 
menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “tindakan lain” 
adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan 
dengan syarat, yaitu tidak bertentangan dengan suatu aturan 
hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan 
dilakukannya tindakan jabatan, tindakan itu harus patut dan 
masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, atas 
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pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa dan 
menghormati hak asasi manusia.  
c. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang  
Administrasi Pemerintahan 
Pasal 6  
(1) Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan 
Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau 
Tindakan. 
Pasal 22  
(1) Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat 
Pemerintahan yang berwenang. 
(2) Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan 
bertujuan untuk: 
a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; 
b. mengisi kekosongan hukum; 
c. memberikan kepastian hukum; dan 
d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan 
tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. 
 
Adapun yang dimaksud dengan stagnasi 
pemerintahan adalah tidak dapat dilaksanakannya aktivitas 
pemerintahan sebagai akibat kebuntuan atau disfungsi 
dalam penyelenggaraan pemerintahan, 
Pasal 23  
Diskresi Pejabat Pemerintahan meliputi: 
a. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang  
memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan; 
b. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena 
peraturan perundang-undangan tidak mengatur; 
c. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena 




d. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena 




Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus 
memenuhi syarat: 
a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 22 ayat (2); 
b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 
c. sesuai dengan AUPB; 
d. berdasarkan alasan-alasan yang objektif; 
e. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan 
f. dilakukan dengan iktikad baik. 
 
Ada tiga landasan diskresi yakni23 :  
1. Pembuat Diskresi harus mempunyai wewenang menurut 
hukum, tanpa wewenang, suatu diskresi adalah tindakan 
sewenang-wenang  
2. Tujuan diskresi tidak boleh bertentangan dengan hukum  
3. Kebebasan dalam diskresi adalah kebebasan memilih 
(freedom of choice) berdasarkan masalah yang dihadapi 
yang berada dalam lingkungan landasan pertama dan 
kedua.  
Memperhatikan landasan diatas, maka sesungguhnya unsur 
legality dalam diskresi sama sekali tidak boleh diabaikan. Kebebasan 
(freedom of choice) ada pada pilihan agar mencapai manfaat sebesar-
besarnya tanpa bertentangan dengan hukum.  
                                                          
23Kemal Dermawan, op.cit, hal 103 
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Pelaksanaan diskresi oleh kepolisian dalam praktiknya tidaklah 
mudah karena seringkali menjadi obyektifitas pengambilan suatu 
kebijakan oleh seorang petugas kepolisian dipertanyakan baik oleh 
atasan ditingkat internal maupun masyarakat pada umumnya  
 
3. Faktor – Faktor Penyebab Diskresi oleh Kepolisian  
Beberapa faktor yang mempengaruhi aparat penegak hukum, 
yaitu polisi dalam melakukan diskresi, antara lain adalah :24   
a. sifat keseriusan dari pelanggaran yang dibuat yakni 
keberartian dari pelanggaran tersebut terhadap bahaya 
yang ditimbulkannya   
b. reaksi atau tanggapan dari warga atau masyarakat 
terhadap pelaku ataupun atas pelanggaran yang dibuatnya. 
Jika masyarakat sangat menghendaki anak diteruskan ke 
pengadilan, maka polisi akan sulit untuk melepaskannya 
kembali ke masyrakat dan meneruskannya ke pengadilan;  
c. kondisi individu pelaku sendiri menjadi pertimbangan 
diskresi oleh polisi seperti umur anak, riwayat pelanggaran 
yang dibuat anak, pergaulan, situasi keluarga dan 
hubungan baik dengan orang tua. Jika kondisi lingkungan 
dan keluarganya tidak mendukung perbaikan anak maka 
polisi akan meneruskan kasusnya ke pengadilan.  
                                                          
24 Kemal Dermawan, Ibid, hal 102 
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Buku Juvenile Delinquency yang ditulis oleh Clemens Bartollas 
ditulis beberapa faktor yang mempengaruhi aparat penegak hukum 
yaitu polisi dalam melakukan diskresi terhadap anak di Amerika 
Serikat terdapat beberapa faktor yang sering menjadi dasar tak tertulis 
dalam diskresi yaitu25 :  
1. Faktor Pertama, Sifat Keseriusan dari pelanggaran yang 
dibuat anak yakni keberartian dari pelanggaran tersebut 
terhadap bahaya yang ditimbulkannya.  
2. Faktor kedua, tanggapan dari warga atau masyarakat 
terhadap pelaku atau pelanggaran yang dibuatnya. Jika 
masyarakat sangat menghendaki anak diteruskan ke 
pengadilan, maka polisi akan sulit untuk melepaskannya 
kembali ke masyarakat dan meneruskannya ke pengadilan.  
3. Faktor ketiga, jenis kelamin dari pelaku perempuan lebih 
suka dikembalikan polisi kepada orang tua dibandingkan 
anak laki-laki. Hal ini karena pertimbangan perlindungan 
anak perempuan yang sulit jika diproses dipengadilan atau 
penjara. Anak perempuan yang diteruskan ke pengadilan 
untuk kasus seperti pelacuran, pembangkangan terhadap 
orang tua dan melarikan diri dari rumah.  
4. Faktor keempat, ras warga minoritas lebih sering diteruskan 
kepengadilan dibandingkan kelompok mayoritas.  
                                                          
25Marlina, op.cit, hal 3 
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5. Faktor kelima, tingkatan ekonomi dan sosial yang tinggi 
memungkinkan anak di beri perhatian dan disembuhkan jika 
dikembalikan ke rumah karena kemampuan dari orang 
tuanya. 
6. Faktor keenam, yaitu kondisi individu pelaku sendiri menjadi 
pertimbangan diskresi oleh polisi seperti umur anak, riwayat 
pelanggaran yang dibuat anak, pergaulan, situasi keluarga 
dan hubungan baik dengan orang tua. Jika kondisi 
lingkungan dan keluarganya tidak mendukung perbaikan 
anak maka polisi akan meneruskan kasusnya ke pengadilan.  
7. Faktor ketujuh, yaitu mengenai interaksi antara polisi dan 
anak pelaku saat penanganan kasus. Anak yang sopan dan 
bekerjasama dengan baik akan lebih disukai untuk 
dikembalikan ke rumah dari pada anak yang tidak sopan.  
8. Faktor kedelapan, yakni berasal dari tekanan masyarakat 
diluar polisi dan anak seperti media massa dan departemen 
atau bagian dari polisi yang menangani anak tersebut.  
Contoh kasus Muhammad Azuar alias raju yang diproses di 
pengadilan Negeri Stabat Sumatera Utara, tanpa desakan masyarakat 
untuk menghentikan proses peradilan sebelumnya maka kasus 
tersebut tetap dilanjutkan sampai ke pengadilan. Pengaruh desakan 
sosial masyarakat setempat setelah kasus sampai dipengadilan 
menuntut hakim akhirnya memberikan putusan yang sangat ringan 
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yaitu tindakan untuk dikembalikan pada pengasuhan dan pembinaan 
orang tuanya26 
C. Penyelidikan dan Penyidikan  
1. Penyelidikan 
Pasal 1 butir 5 KUHAP mencantumkan  penyelidikan adalah 
serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan 
suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menetukan 
dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur 
dalam undang-undang  
Dengan perkataan lain, penyelidikan dilakukan sebelum 
penyidikan. Perlu di garis bawahi kalimat “mencari” dan “menemukan 
suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana”. Sasaran “mencari 
dan menemukan” tersebut adalah “suatu peristiwa yang diduga 
sebagai tindak pidana” 27 . Dengan perkataan lain “mencari dan 
menemukan” berarti penyelidik berupaya atas inisiatif sendiri untuk 
menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Akan tetapi, 
dalam kenyataan sehari-hari, biasanya penyelidik/penyidik baru mulai 
melaksanakan tugasnya setelah adanya laporan/pengaduan dari 
pihak yang dirugikan.  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana  
                                                          
26Kasus Pengadilan Terhadap Anak di Pengadilan Negeri Stabat, Kabupaten Langka 
Propinsi Sumatera Utara, Maret 2006 
27Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan), 
Jakarta, Sinar Grafika, hal 6 
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Pasal 4  
Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik 
Indonesia (POLRI).  
Pasal 5 
(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 :  
a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :  
1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang 
tentang adanya tindak pidana; 
2. Mencari keterangan dan barang bukti  
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan 
menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; 
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 
bertanggung jawab.  
b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan 
berupa: 
1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, 
penggeledahan dan penyitaan; 
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat; 
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 
4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada 
penyidik.  
(2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan 
pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) 
huruf a dan huruf b kepada penyidik. 
Rumusan Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4 merupakan hal yang 
berlebihan yakni “menurut hukum yang bertanggung jawab”. Secara 
logika seolah-olah ada “menurut hukum yak tak bertanggung jawab”. 
Rumusan tersebut tidak tepat karena “menurut hukum” telah 
merupakan rumusan yang cukup dan tepat 
Yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari 
penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat28:  
a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; 
                                                          
28 Penjelasan pasal 5, KUHAP, hal 108 
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b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengahruskan  
dilakukannya tindakan jabatan; 
c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk  
dalam lingkungan jabatan; 
d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang  
 memaksa 
e. Menghormati hak asasi manusia. 
Rumusan di atas, karena dimaksudkan sebagai penjelasan, 
meskipun berlebihan, tidak merupakan hal yang perlu 
dipermasalahkan. Batasan wewenang penyelidik ini memang perlu 
karena:  
a. Tujuan penyelidik adalah untuk menentukan dapat didakwa 
suatu peristiwa dilakukan penyidikan atau suatu peristiwa 
diduga sebagai tindak pidana; 
b. Untuk membedakan “Penyelidik” dengan “Penyidik”. 
2. Penyidikan  
Pada Pasal 1 butir 2 menyebutkan Penyidikan adalah 
serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang 
diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan 
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana 
yang terjadi guna menemukan tersangkanya”. 
Berdasarkan rumusan di atas, tugas utama penyidik adalah:  
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a. Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti 
tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi; 
b. Menemukan tersangka.  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana  
Pasal 7 
1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)  
huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang : 
a. menerima Iaporan atau pengaduan dari seorang tentang 
adanya tindak pidana; 
b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat 
kejadian; 
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa 
tanda pengenal diri tersangka; 
d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan 
dan penyitaan; 
e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 
f. mengambil sidik jari dan memotret seorang; 
g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 
h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam 
hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 
i. mengadakan penghentian penyidikan; 
j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 
bertanggung jawab. 
 
D. Diversi dan Restoratif Justice 
1. Diversi 
Pembaruan yang bersifat sangat revolusioner terhadap 
undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak, adalah dengan adanya diversi, yaitu pada tingkat 
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan 
negeri wajib diupayakan diversi, dengan syarat tindak pidana yang 
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dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun 
dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. 
Pengertian diversi dalam pasal 1 Angka 7 UU No. 11 Tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan 
penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di 
luar peradilan pidana 
Tujuan diversi yang disebutkan dalam pasal 6 UU SPPA 
adalah: 
a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak 
b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; 
c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; 
d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; 
e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak;  
Hal-hal yang wajib di perhatikan dalam proses Diversi dalam 
pasal 8 ayat (3) adalah :  
a. Kepentingan korban; 
b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak; 
c. Penghindaran stigma negatif; 
d. Penghindaran pembalasan 
e. Keharmonisan masyarakat; 
f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. 
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Pasal 9 ayat (1) menyebutkan, penyidik, penuntut umum, dan 
Hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan: 
a. Kategori tindak pidana; 
b. Umur anak; 
c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari balai pemasyarakatan; 
d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. 
Keputusan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan 
keluarganya serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali tindak 
pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa 
korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum 
provinsi setempat. 
Tujuan  dari  diversi  adalah  untuk  mendapatkan  cara  
menangani  pelanggaran hukum  di  luar  pengadilan  atau  sistem  
peradilan  yang  formal.  Ada  kesamaan antara tujuan diskresi dan 
diversi. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari    
efek    negatif    terhadap    jiwa    dan    perkembangan    anak    oleh 
keterlibatannya  dengan  sistem  peradilan  pidana.  Pelaksanaan  
diversi  oleh  aparat penegak  hukum  didasari  oleh  kewenangan  
aparat  penegak  hukum  yang  disebut discretion atau “diskresi‟29. 
                                                          
29Marlina,Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana, 
Medan, USU Press, 2010, hal 1.  
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Menurut konsep diversi dalam penanganan kasus anak di 
Kepolisan yang berhadapan dengan hukum, karena sifat avonturir 
anak, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk 
menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaki kembali. 
Menghindarkan anak dari eksplolasi dan kekerasan, akan lebih baik 
apabila diversi dan apabila dihukum maka tidak efektif.Konsep diversi 
juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap 
anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih 
banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya 
yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas 
tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya 
keluar sistem peradilan pidana. 
Selain itu, diversi juga dilakukan dengan alasan untuk 
memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar 
menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan 
melibatkan sumber daya masyarakat. diversi berupaya memberikan 
keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak 
pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak 
hukum. 
Ada tiga jenis pelaksanaan program diversi di laksanakan 
yaitu30: 
                                                          
30 Marlina, Ibid, hal 5-6 
32 
 
1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (social control orintation) 
yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam 
tanggung jawab pengawasan atau pengamatan 
masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau 
peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung 
jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya 
kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat  
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (social 
service orientation), yaitu melaksanakan fungsi untuk 
mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan 
pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat 
mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan 
ataupelayanan  
3. Menuju proses restroative justice atau perundingan 
(balanced or restroative justice orientation), yaitu 
melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku 
bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat 
dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku 
dan masyarakat, pelaksanaanya semua pihak yang terkait 
dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan 





2. Konsep Restorative Justice 
Restorative Justice atau keadilan restoratif adalah suatu proses 
penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak 
lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama 
mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan 
implikasinya dengan menekankan pemulihan bukan pembalasan.  
Restorative justice telah berkembang secara global di seluruh 
dunia. Dibanyak negara, restorative menjadi salah satu dari sejumlah 
pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus 
menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undang-undang31. 
Bazemore dan Lode Walgrave mendefinisikan restorative 
justice sebagai “setiap aksi yang pada dasarnya bermaksud 
melakukan / membuat keadilan dengan melakukan perbaikan atas 
kerugian yang terjadi oleh kriminal” 
Peradilan pidana anak dengan keadilan restoratif bertujuan 
untuk:32 
a. Mengupayakan perdamaian antar korban dan anak; 
b. Mengutamakan penyelesaian diluar proses peradilan  
c. Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan; 
d. Menanamkan rasa tanggung jawab anak; 
e. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; 
f. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; 
                                                          
31Marlina, op.cit, Hal 196 
32Lihat dalam DIM RUU Sistem Peradilan Pidana Anak 
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g. Mewujudkan kesejateraan anak; 
h. Meningkatkan keterampilan anak. 
Kewajiban mengenai sistem peradilan pidana anak 
menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif di sebutkan dalam 
pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak.  
Pasal 5  
(1) Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan 
pendekatan Keadilan Restoratif  
(2) Sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud ayat 
(1) meliputi:  
a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam 
Undang-Undang ini; 
b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di 
lingkungan peradilan umum; dan 
c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau 
pendampingan selama proses pelaksanaan pidana 
atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau 
tindakan 
(3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b wajib diupayakan 
Diversi 
E. Anak  
1. Pengertian Anak 
Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia 
anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, dan hukum 
islam. Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hak anak atau United 
National Convention on the Right Of The Child Tahun 1989, aturan 
standar minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai 
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Pelaksanaan Peradilan Anak atau United Nations Standard Minimum 
Rules for the Administration of Juvenile Justice (“The Beijing Rules”) 
tahun 1985 dan deklarasi Hak Asasi Manusia atau Universal 
Declaration of Human Rights Tahun 1948. 
Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan, di 
antaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai 
usia 21 tahun atau belum menikah33. Ada yang mengatakan anak 
adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun34, Undang-undang 
No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Anak adalah 
seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih di dalam 
kandungan, sedangkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berkonflik dengan hukum 
yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 
(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun 
yang di duga melakukan tindak pidana. 
Definisi anak yang ditetapkan perundang-undangan berbeda 
dengan definisi menurut hukum islam dan hukum adat. Menurut 
hukum islam dan hukum adat sama-sama menentukan seseorang 
masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini 
karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat 
                                                          
33Lihat pasal 292,294,295 dan pasal 297 KUH Pidana, lihat juga pasal 1 ayat 2 UU No. 4 
Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, lihat juga pasa 330 KUH Perdata, lihat juga pasal 1 
angka 2 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan anak Bagi Anak 
yang mempunyai masalah  
34Lihat UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 47 ayat 2 dan pasal 50 ayat 1 
kemudian lihat juga Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak yang diratifikasi oleh Pemerintah 
Republik Indonesia tanggal 6 Januari 1990 dengan keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 
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kedewasaan. Hukum islam menetukan definisi anak dilihat dari tanda-
tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau 
belum. Artinya seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak 
tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa 
sebagaimana ditentukan dalam hukum islam. Ten Haar, seorang 
tokoh adat mengatakan bahwa hukum adat memberikan dasar untuk 
menentukan apakah seseorang itu anak-anak atau orang dewasa 
yaitu melihat unsur yang dipenuhi seseorang, yaitu apakah anak 
tersebut sudah kawin, meninggalkan rumah orang tua atau rumah 
mertua dan mendirikan kehidupan keluarga sendiri.  
Beberapa negara memberikan definisi seseorang dikatakan 
anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktivitas atau kemampuan 
berpikirnya. Di negara inggris pertanggungjawaban pidana diberikan 
kepada anak berusia 10 tahun tapi tidak untuk diikutsertakan dalam 
politik. Anak baru dapat ikut atau mempunyai hak politik apabila telah 
berusia di atas 18 tahun.  
Di negara Inggris definisi usia anak dari nol tahun sampai 18 
tahun, dengan asumsi dalam interval usia tersebut terdapat 
perbedaan aktivitas dan pola pikir anak-anak (childhood) dan dewasa 
(adulthood). Interval tertentu terjadi perkembangan fisik, emosional, 
dan intelektual termasuk kemampuan dan kompetensi yang menuju 
pada kemantapan pada saat kedewasaan. Di negara Amerika Serikat 
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yaitu New York dan Vermont seseorang yang masih belum mencapai 
usia 16 tahun masih dirujuk ke pengadilan anak.  
Di Negara Skotlandia anak adalah seseorang berusia 7 tahun 
sampai 15 tahun sehingga seseorang diadili dalam peradilan anak. Di 
australia selatan anak usia 8 tahun sampai 18 tahun dan di Canada 
seseorang berumur di bawah 12 tahun.  
Perbedaan pengertian anak pada setiap negara, dikarenakan 
adanya perbedaan pengaruh sosial perkembangan anak disetiap 
negara. Aktivitas sosial dan budaya serta ekonomi disebuah negara 
mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkat kedewasaan 
seorang anak.  
Pembatasan anak dari segi umurnya tidaklah selamanya tepat, 
karena kondisi umur seseorang dihubungkan dengan kedewasaan 
merupakan sesuatu yang bersifat semu dan relatif. Kenyataannya ada 
anak dari segi kemampuan masih terbatas akan tetapi dari segi usia 
anak tersebut telah dewasa. Oleh karena itu, penentuan kedewasaan 
seseorang dari segi usia tidak tepat. Menurut ahli psikologi 
kematangan seorang anak tidak dapat ditentukan dari usia karena ada 
anak yang berusia lebih muda akan tetapi sudah matang dalam 
berpikir. Sebaliknya ada anak sudah dewasa akan tetapi pemikirannya 
masih seperti anak-anak. Pandangan ahli psikologi tersebut menjadi 
permasalahan dan pertanyaan besar bagi para ahli pidana dan 
psikologi dalam penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana. 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi 
menurut perundang-undangan negara indonesia, anak adalah 
manusia yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk anak yang 
masih dalam kandungan dan belum menikah. Oleh karena itu, anak 
tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana secara penuh, 
karena seorang anak masih mempunyai keterbatasan kemampuan 
berpikir dan berada dalam pengawasan orang tua atau walinya.  
2. Pengertian Anak Berkonflik Dengan Hukum 
Istilah delikuen berasal dari deliquency, yang diartikan dengan 
kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda dan 
delikuensi. Kata delikuensi atau deliqunecy dijumpai bergandengan 
dengan kata junevile, dikarenakan deliquency erat kaitannya dengan 
anak, sedangkan deliquentact diartikan perbuatan yang melanggar 
norma dasar dari masyarakat. Perbuatan tersebut apabila dilakukan 
oleh kelompok anak-anak, maka disebut deliquency. Jadi, deliquency 
mengarah pada pelanggaran terhadap aturan yang dibuat kelompok 
sosial masyarakat tertentu bukan hanya hukum negara saja. 
Pengertian deliquency menurut Simanjuntak, yaitu35: 
1. Junevile deliquency berarti perbuatan dan tingkah laku 
yang merupakan perbuatan perkosaan terhadap norma 
hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran terhadap 
kesusilaan yang dilakukan oleh para deliquent. 
                                                          
35Simanjuntak, Latar Belakang Kenakalan Remaja, Bandung, Cetakan 2. Alumni, hal.60 
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2. Junevile deliquency adalah pelaku yang terdiri dari anak 
(berumur dibawah 21 tahun (pubertas), yang termasuk 
yurisdiksi pengadilan anak/junevile court. 
Menurut Romli Atmasasmita istilah deliquency tidak identik 
dengan istilah kenakalan dan istilah junevile tidak identik dengan 
istilah anak. Istilah junevile deliquency lebih luas artinya dari istilah 
kenakalan ataupun istilah anak-anak. Oleh karena itu, Romli lebih 
cenderung menggunakan istilah kenakalan anak daripada istilah 
kejahatan anak-anak36. 
Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak menyebutkan Anak yang berhadapan dengan 
hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang 
menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak 
pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya 
disebut korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) 
tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian 
ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang menjadi 
saksi tindak pidana yang selanjutnya di sebut Anak Saksi adalah anak 
yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat 
memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, 
dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana 
yang di dengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. 
                                                          
36Romli Atmasasmita, Problema Kenakalan Anak-Anak / Remaja, Jakarta, Armico, hal 17 
40 
 
Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa kenakalan anak 
mencakup 3 pengertian, yaitu37 : 
1. Perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa merupakan 
tindak pidana (kejahatan), akan tetapi bila dilakukan anak-
anak belum dewasa dinamakan deliquency seperti 
pencurian, perampokan dan penculikan. 
2. Perbuatan anak yang menyeleweng dari norma kelompok 
yang menimbulkan keonaran seperti kebut-kebutan, 
perkelahian kelompok dan sebagainya. 
3. Anak-anak yang hidupnya membutuhkan bantuan dan 
perlindungan, seperti anak-anak terlantar, yatim piatu dan 
sebagainya, yang jika dibiarkan berkeliaran dapat 
berkembang menjadi orang-orang jahat. 
Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya anak-anak yang 
bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang 
mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak. Setelah diundangkannya Undang-Undang 
Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang 
berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini Undang-Undang Nomor 
                                                          
37SoedjonoDirdjosisworo, Penanggulangan Kejahtan, Bandung, hal 150 
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11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun 
menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. 
Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus 
berhadapan dengan hukum, yaitu38: 
1. Status Offence adalah perilaku kenakalan anak yang 
apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap 
sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos 
sekolah atau kabur dari rumah. 
2. Junevile Deliquency adalah perilaku kenakalan anak yang 
apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan 
atau pelanggaran hukum.  
Namun sebenarnya terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang 
dilakukan oleh anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya 
anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kemantapan 
psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku 
yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini 
belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang 
ditimbulkan akibat kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si 
pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan 
anak. 
                                                          
38 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 33 
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Ada beberapa teori mengenai penyebab yang paling 
mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu39: 
1. Teori Biologis 
Tingkah laku delikuen pada anak-anak dapat muncul 
karena faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah 
seseorang, juga dapat cacat jasmaniah yang dibawah sejak 
lahir melalui gen atau plasma pembawa sifat dalam 
keturunan, atau melalui kombinasi gen, dapat juga 
disebabkan oleh tidak adanya gen tertentu, yang semuanya 
bisa memunculkan penyimpangan tingkah laku dan anak-
anak menjadi delikuen secara potensial. 
2. Teori Psikogenis (psikologis dan psikiatris) 
Teori ini menekankan sebab-sebab tingkah laku 
delikuen anak-anak dari aspek psikologis atau sisi 
kejiwaannya. Anak-anak delikuen itu melakukan kejahatan 
didorong oleh konflik batin sendiri. Jadi mereka 
“mempraktekkan” konflik batinnya untuk mengurangi beban 
tekanan jiwa sendiri lewat tingkah laku agresif, impulsif dan 
primitif. Karena itu kejahatan mereka pada umumnya 
berkaitan dengan temperamen, konflik batin dan frustasi 
yang akhirnya ditunjukkan dengan cara yang salah. 
3. Teori Sosiogenis 
                                                          
39 Dr. Kartini Kartono, Kenakalan Remaja, Patologi Sosial 2, Grafinda Persada, Jakarta, 
2013, hal 25 
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Teori ini beranggapan bahwa perilaku delikuen pada 
anak-anak adalah murni sosiologis atau sosial-psikologis 
sifatnya. Misalnya disebabkan oleh pengaruh struktur sosial 
yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status 
sosial atau oleh internalisasi simbolis yang keliru. 
4. Teori Subkultural Delikuensi  
Menurut teori subkultur ini, sumber junevile 
deliquency yaitu sifat struktur sosial dengan pola budaya 
(subkultur) yang khas dari lingkungan familial, tetangga dan 
masyarakat yang didiami oleh anak delikuen tersebut. Sifat 
masyarakat tersebut cenderung berpopulasi padat, status 
sosial ekonomi penghuninya rendah, kondisi fisik 
perkampungan yang sangat buruk dan banyak 














METODE PENELITIAN  
A.   Lokasi Penelitian 
 Penelitian ini berlokasi di Kota Makassar yaitu pada Unit 
Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Besar 
Makassar  Penulis memilih instansi tersebut karena merupakan lembaga 
yang sangat berhubungan dan memudahkan penulis dalam penulisan 
skripsi. Sehingga penulis dapat melakukan penelitian dan mengumpulkan 
data – data yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.  
B.   Jenis Dan Sumber Data  
 Dalam penulisan proposal ini penulis menggunakan jenis data 
meliputi :  
1. Data Primer  
Data di peroleh dengan menggunakan teknik wawancara 
secara langsung terhadap masalah yang dibahas dengan pihak pihak 
yang terkait, sehubungan dengan penulisan skripsi ini  
2. Data Sekunder  
 Data ini diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yakni 
dengan mempergunakan dan mengumpulkan buku-buku atau kitab-kitab 
bacaan baik dari perpustakaan maupun dari toko-toko buku yang ada 
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hubungannya atau relevansinya dengan pembahasan skripsi ini, serta 
mempergunakan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian 
ini, misalnya dengan melalui penelitian lapangan yang dilakukan secara 
langsung terhadap objek yang menjadi sampel penelitian.  
C.   Teknik Pengumpulan Data   
Agar suatu karya ilmiah dapat teruji secara ilmiah dan objektif, 
maka dibutuhkan sarana untuk menemukan dan mengetahui lebih 
mendalam gejala-gejala tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dengan 
demikian kebenaran karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan 
secara ilmiah. Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data-data 
sebagaimana yang diharapkan serta mempunyai keterkaitan dengan 
masalah yang penulis teliti, maka adapun teknik pengumpulan data yang 
penulis lakukan yaitu berupa :  
a. Teknik Wawancara  (interview) yaitu penulis melakukan 
wawancara atau Tanya jawab dengan pihak kepolisian dan 
pihak yang terkait guna memperoleh data dan informasi yang 
diperlukan.  
b. Teknik Dokumentasi (archivel methode) yaitu penulis 
mengambil data-data dari dokumen-dokumen atau arsip-arsip 
yang diberikan oleh pihak-pihak yang relevan dengan 




D.  Teknik Analisis Data 
 Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini, 
baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya 
kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan pun analisis kualitatif, 
dimana proses pengolahan datanya yakni setelah data tersebut terkumpul 
dan dianggap telah cukup, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis 
secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar 
pengetahuan umum meneliti persoalan yang bersifat khusus, dari adanya 















A. Pertimbangan Penyidik Dalam Menerapkan Diskresi Terhadap 
Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum  
Penyidik ialah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau 
pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 
undang-undang untuk melakukan penyidikan40. Penyidik pada kasus anak 
disebut penyidik anak yang langsung bersentuhan dengan anak-anak 
yang berhadapan dengan hukum dalam menyelesaikan kasus, dalam 
menjalankan tugasnya pihak kepolisian Polrestabes Makassar memiliki 
unit khusus untuk menangani anak-anak. Unit Perlindungan Perempuan 
dan Anak (UPPA) yang merupakan salah satu unit khusus yang berada 
dalam struktur organisasi Reskrim Polrestabes Makassar dimana UPPA 
memiliki fungsi dan tugas tersendiri, dimana kasus kejahatan yang 
ditangani oleh UPPA berkisar pada wanita dan anak-anak. 
Penyidik Anak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki 
beberapa kewenangan dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, 
salah satu kewenangannya ialah kewenangan Diskresi.  
Dasar hukum mengenai pengertian Diskresi terdapat dalam 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah 
menyebutkan pasal 1 angka 9, Diskresi adalah keputusan dan/atau 
tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan 
                                                          
40 Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  
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untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-
undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau 
tidak jelas dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.  
Tujuan dari pelaksanaan diskresi ialah melancarkan 
penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, 
memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan 
dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum 41  
Dalam melaksanakan diskresi pejabat pemerintah harus memenuhi syarat 
dalam menggunakan kewenangan diskresi , yaitu sesuai dengan tujuan 
dari diskresi, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, 
berdasarkan alasan-alasan yang objektif, tidak menimbulkan konflik 
kepentingan dan dilakukan dengan itikad yang baik .  
Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang 
berwenang, salah satunya ialah Kepolisian. Peranan Kepolisian dalam 
penegakan hukum dapat ditemukan didalam perundang-undangan Nomor  
2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.  
Pasal 1 angka 1  
Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi-
fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 
                                                          
41 Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan  
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Pasal 2  
Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara 
dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, 
penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan 
kepada masyarakat. 
Pasal 4  
Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan 
keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan 
dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, 
terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan 
kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia  
 
Di dalam Undang – Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia pada penjelasan umumnya disebutkan setiap 
pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan 
diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum 
berdasarkan penilaiannya sendiri, penjelasan mengenai bertindak 
berdasarkan penilainnya sendiri di jelaskan pada pasal 18 ayat 1 dan ayat 
2.  
Pasal 18  
(1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik 
Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat 
bertindak menurut penilaiannya sendiri  
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud (1) hanya 
dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan 
memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode Etik 
Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia 
 
Dari hasil penelitian di Polrestabes Makassar, Kepala Unit PPA 
IPTU Ginandra Putri Srinastiti, S.IK menyebutkan Diskresi adalah langkah-
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langkah atau tindakan yang terbaik yang diambil oleh aparat untuk 
kepentingan umum, korban dan tersangka  atau win win solution serta 
tidak melanggar standar operasional prosedur yang ada. 
Dalam menjalankan proses diskresi yang tidak dapat digunakan 
secara sembarangan wewenang tersebut oleh pihak kepolisian, dimana 
diskresi harus digunakan dengan alasan yang rasional dan logis, namun 
tetap selektif dan proposional. Berkaitan dengan hal tersebut UPPA 
Polrestabes Kota Makassar sangat hati-hati dalam melakukan penerapan 
wewenang diskresi, dimana penyidik harus terus selektif dan dapat 
mempertanggungjawabkan keputusannya. 
Selanjutnya proses Penyelidikan dan Penyidikan di Polrestabes 
Makassar terhadap kasus anak sehingga sampai di unit PPA untuk 
diproses lebih lanjut, dimana pada proses tersebut kewenangan Diskresi 
mulai diterapkan oleh aparat yakni dimulai dari diterimanya Laporan Polisi 
oleh SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu), selanjutnya dibuatkan 
bentuk laporan polisi model A (jika anggota polri yang mengalami 
mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi) dan 
laporan polisi model B (jika anggota polri atas laporan atau pengaduan 
yang diterima dari masyarakat)  
 Setelah laporan polisi dibuat, penyidik/penyidik pembantu yang 
bertugas di SPKT segera menindak lanjuti  dengan melakukan 
pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara pemeriksaan 
saksi pelapor. Kepala SPKT segera meneruskan laporan polisi dan berita 
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acara pemeriksaan saksi pelapor kepada Reserse Kriminal untuk 
dilimpahkan ke unit yang berada di bawah Reserse Kriminal, kasus yang 
berkisar pada anak dilimpahkan ke Unit PPA.  
 Setelah sampai di unit PPA , dilengkapi berkas administrasinya 
yakni surat perintah penyelidikan , surat perintah tugas dan rencana 
anggaran dalam hal penyelidikan, setelah itu laporan polisi tersebut di 
berikan kepada penyidik yang berada di Unit PPA, Unit PPA di 
Polrestabes Makassar memiliki 9 Anggota yang bertugas untuk 
memproses laporan polisi yang masuk di Unit PPA, setelah dilimpahkan 
ke penyidik, maka penyidik melengkapi berkas laporan polisi jika 
keterangan saksi, pelapor dan terlapor serta integrasi awalnya belum 
lengkap maka penyidik membuat undangan konfirmasi kepada pelapor , 
dan saksi untuk diminta keterangannya mengenai siapa-siapa saja yang 
terlibat , menyaksikan peristiwa tersebut, dan bagaimana kronologisnya . 
selanjutnya barulah di periksa si terlapor, si terlapor yang merupakan anak 
wajib di dampingi oleh orang tuanya, jika tidak ada maka  di dampingi oleh 
pekerja sosial yang dibawahi oleh Dinas Sosial, pekerja sosial ini wajib 
mengeluarkan penelitian masyarakat, menemani anak yang berkonflik 
dengan hukum sampai kasusnya selesai dan diterima kembali oleh 
lingkungannya. 
 Setelah itu di adakanlah gelar perkara, jika tidak ditemukan bukti 
permulaan yang cukup maka dibuatkanlah SP2HP (Surat Pemberithuan 
Perkembangan Hasil Penyelidikan) untuk dihentikan penyelidikannya. Jika 
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ditemukan bukti permulaan yang cukup sesuai pasal 184 KUHAP, maka 
dibuatkanlah SP2HP mengenai perkembangan hasil penyelidikan akan 
dilakukan ke tahap penyidikan.  
 Selanjutnya di lengkapi berkas administrasi penyidikan , serta di 
lakukan lagi gelar perkara untuk menentukan tersangkanya, dari hasil 
wawancara dengan Kepala Unit PPA Polrestabes Makassar pada tahap 
ini untuk memproses kasus anak  di Unit PPA Polrestabes Makassar telah 
melaksanakan proses musyawarah seperti Diversi yakni  untuk 
menyelesaikan kasus anak di luar proses peradilan pidana, jika kasus 
tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan diversi . diversi yang dilakukan 
menggunakan konsep mediasi/Musyawarah tanpa adanya berita acara 
pelaksanaan diversi tetapi tetap mengikuti prosedur bagaimana 
pelaksanaan diversi itu, tanpa adanya penetapan mengenai hasil diversi, 
jika konsep mediasi yang dilaksanakan berhasil maka pelapor diwajibkan 
untuk langsung mencabut laporannya. Pertimbangan untuk melakukan 
tersebut yakni untuk menghindarkan anak mengikuti proses sistem 
peradilan pidana , menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif 
proses peradilan, selain itu ada pertimbangan mengenai perkara-perkara 
yang tertumpuk di unit PPA , yang seharusnya dapat diselesaikan di luar 
proses yakni perkara-perkara yang konkret dihadapi, perkara-perkara 
yang sangat/terlalu ringan, intinya tujuan yang terbaik untuk anak yang 
berhadap dengan hukum dapat terpenuhi dan tidak mengganggu 
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ketertiban umum serta tidak merugikan siapapun. Jika proses Diversi tidak 
berhasil maka perkara tersebut dilanjutkan ke tahap selanjutnya.  
Namun pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 
Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan 
Anak yang belum berusia 12 tahun. 
Pasal 12  
(3) Dalam hal dilakukan upaya Diversi, Penyidik memberitahukan 
Upaya Diversi tersebut kepada penuntut umum dalam jangka 
waktu paling lama 1 x 24 jam terhitung sejak dimulainya upaya 
diversi  
Pasal 19  
(1) Dalam hal Diversi mencapai kesepakatan, penyidik 
menyampaikan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara 
Diversi kepada atasan langsung penyidik 
(2) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak 
tanggal dicapainya kesepakatan Diversi atasan langsung 
penyidik mengirimkan Surat Kesepakatan Diversi dan Berita 
acara Diversi sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada 
Pengadilan Negeri Untuk memperoleh penetapan   
 
Dari hasil penelitian menurut kanit ppa polrestabes makassar ada 
beberapa kasus yang tidak memenuhi syarat diversi tetapi tetap 
dilaksanakan diversi hal tersebut dilakukan demi kepentingan terbaik 
anak, dan lebih bermanfaat di selesaikan melalui diversi dari pada di 




Menurut Chryshmanda (2008), tindakan diskresi yang dilakukan 
aparat kepolisian dapat dibedakan dalam 2 (dua) kategori yaitu: 
1. Tindakan diskresi yang dilakukan oleh petugas kepolisian 
secara individu dalam mengambil keputusan, yaitu tindakan 
diskresi yang diputuskan oleh petugas operasional di lapangan 
secara langsung pada saat itu juga tanpa meminta petunjuk 
atau keputusan dari atasannya. 
2. Tindakan diskresi berdasarkan petunjuk atau keputusan atasan 
atau pimpinannya. Tindakan untuk mengesampingkan perkara, 
untuk menahan atau tidak melakukan penahanan terhadap 
tersangka/pelaku pelanggaran hukum atau menghentikan 
proses penyidikan, bukanlah tindakan diskresi individual karena 
pengambilan keputusan diskresi didasarkan atau berpedoman 
pada kebijakan–kebijakan pimpinan dalam organisasi dan hal 
tersebut telah menjadi kesepakatan diantara mereka 
Sehubungan dengan itu maka James Q.Wilson mencoba 
menggambarkan bagaimana perbedaan diskresi yang diberikan oleh 
anggota kepolisian atau petugas yang bersumber dari order maintenance 
dengan law enforcement terhadap perkara-perkara yang diadukan atau 
dilaporkan oleh anggota masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan 
ada 4 situasi diskresi yang digambarkan oleh Wilson di tiap-tiap situasi 
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(kasus) menampakkan perbedaan-perbedaan tingkat diskresi yang 
diberikan oleh petugas itu. 
 Police invoked action Citizen invoked action 
Law Enforcement I II 
Order maintenance III IV 
 Pada kasus I , dijelaskan bahwa di bidang tugas polisi represif atau 
law enforcement, perkara-perkara itu didapatkan oleh inisiatif polisi sendiri 
( terutama perkara-perkara pidana ringan), pemberian tindakan diskresi 
relative besar atau misalnya wewenang polisi untuk menangkap / 
menahan seseorang atau tidak, ada ditangan polisi. Jadi kesempatan 
pemberian diskresi berskala relative besar. 
 Pada kasus II, masih dalam lingkup bidang tugas polisi represif, 
tetapi perkaranya didapatkan atau dilaporkan/diadukan oleh warga 
masyarakatyang menghendaki agar perkara itu diproses.Disini pemberian 
diskresi pada si pelaku kejahatan umpama mengenyampingkan, 
menghentikan atau tidak memproses, relative kecil.Namun demikian 
kewenangan diskresi itu tetap ada umpama pada kasus-kasus remaja. 
 Pada Kasus III, disini dalam lingkup bidang tugas preventif atau 
order maintenance, tetapi perkaranya ditemukan oleh petugas polisi 
sendiri, maka kewenangan pemberian diskresi disini juga relative besar  
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 Pada Kasus IV , masih dalam lingkup bidang tugas preventif , tetapi 
perkaranya dikhendaki oleh warga masyarakat agar dicegah terjadinya 
peristiwa yang akan mengganggu kedamaian , maka keleluasan 
pemberian diskresi disini pun relative besar.  
 Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkara-perkara 
yang didapatkan oleh petugas Polisi sendiri, kesempatan pemberian 
diskresi ternyata relative lebih besar daripada yang didapatkan oleh orang 
lain, (yang menghendaki untuk memprosesnya, terutama dalam perkara-
perkara law enforcement), demi menjaga hubungan baik antara 
masyarakat dan polisi. Tetapi terbatas pada perkara-perkara pidana 
ringan , tidak membahayakan kepentingan umum42.  
Menurut  Adrianus Meliala (1988), kasus-kasus pidana yang 
potensial diselesaikan melalui upaya penyelesaian di luar pengadilan, 
termasuk di dalamnya dengan cara menerapkan diskresi, di antaranya: 
1. Kasus Penipuan dan penggelapan yang mana pelaku telah 
mengembalikan kerugian yang diderita korban; 
2. Pelanggaran sebagaimana diatur dalam buku ketiga KUHP; 
3. Tindak pidana ringan yang diancam dengan pidana penjara 
atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-
banyaknya Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah); 
                                                          
42 M.faal, 1991,Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian), Jakarta, PT Anem 
Kosong Anem, hal 66 
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4. Kejahatan ringan (lichte misjdriven) sebagaimana diatur dalam 
KUHP sebagai berikut; 
 Pasal 302 tentang penganiayaan ringan terhadap hewan; 
 Pasal 352 tentang penganiayaan ringan terhadap 
manusia; 
 Pasal 364 tentang pencurian ringan; 
 Pasal 373 tentang penggelapan ringan; 
 Pasal 379 tentang penipuan; 
 Pasal 482 tentang penadahan ringan; 
 Pasal 315 tentang penghinaan ringan. 
Maka dari hasil pembahasan diatas mengenai proses penyidikan 
terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ,Pertimbangan penyidik 
dalam menerapkan diskresi pada kasus anak di kepolisian Resor Kota 
Besar Makassardengan memperhatikan :  
a. Korban dan tersangka sama-sama masih berstatus pelajar 
yang jika perkara tersebut dilanjutkan akan sangat 
mengganggu pendidikan korban dan tersangka. 
b. Tersangka telah menyadari kesalahannya dan sudah meminta 
maaf serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. 
c. Sudah dapat diselesaikan secara musyawarah dan 




d. Diskresi diterapkan secara situasional, yakni pihak kepolisian 
melihat pada situasi dan kondisi pada pelaku, korban, maupun 
masyarakat yang memungkinkan diterapkan diskresi. 
e. Menghindarkan anak mengikuti proses sistem peradilan pidana 
dan menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif 
proses peradilan.  
f. Tersangka masih dapat dibina, maka penyidik menyerahkan 
kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua 
asuhnya  
g. Menghindarkan terjadinya penumpukan perkara. Tugas dan 
tanggung jawab yang diemban oleh aparat kepolisian dari hari 
ke hari semakin bertambah, sehingga tindakan diskresi dapat 
digunakan sebagai sarana yang efektif untuk mengurangi 
beban pekerjaan. (hasilwawancara dengan IPTU Ginandra 
Putri Srinastiti, S.IK selaku KANITPPA di Kepolisian Resor Kota 
Besar Makassar pada tanggal 21 Desember 2016)  
Selain pertimbangan dari penyidik, dalam melaksanakan 
kewenangan diskresi harus di dukung dengan Peraturan perundangan 
yang menjadi dasar pelaksanaan diskresi oleh polisi itu adalah: 
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP 
Dasar pengaturan diskresi oleh polisi pada saat penyidikan 





(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4:  
a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang: 
1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang 
tentang adanyatindak pidana. 
2. Mencari keterangan dan barang bukti. 
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan 
menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. 
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 
bertanggungjawab. 
Pasal 7 
(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a 
karenakewajibannya mempunyai wewenang: 
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang 
adanya tindak pidana. 
b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian. 
c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa 
tanda pengenal diri tersangka. 
d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan 
penyitaan. 
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. 
f. Mngambil sidik jari dan memotret seseorang. 
g. Memanggil seseorang untuk didengar diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi. 
h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam 
hubungannya dengan pemeriksaan perkara. 
i. Mengadakan penghentian penyidikan. 
j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 
bertanggungjawab. 
 
Dalam ketentuan pasal 5 dan pasal 7 UU No. 8 tahun 1981 
disebutkan bahwa: ”Setiap pejabat kepolisian yang berkualifikasi 
menyelidik dan menyidik dalam rangka melaksanakan tugas 
dibidang peradilan pidana karena kewajibannya diberi wewenang 
oleh undang-undang”. Mengingat wewenang kepolisian untuk 
melakukan tindakan-tindakan kepolisian tidak mungkin diatur 
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secara terperinci maka dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) angka 4 
dan Pasal 7 ayat (1) huruf j dinyatakan bahwa “polisi berwenang 
karena kewajibannya melakukan tindakan lain menurut hukum yang 
bertanggungjawab” 
Maksud tindakan lain disini adalah tindakan dari penyelidik atau 
penyidik untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan dengan 
ketentuan tidak bertentangan dengan kewajiban hukum yang 
mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan, tindakan itu harus 
patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya 
dan atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang 
memaksa serta menghormati hak asasi manusia. Dengan demikian 
tindakan lain ini seperti tindakan penyidik berupa diskresi boleh 
diambil penyidik di Polrestabes Makassar selama masih dalam jalur 
yang telah ditentukan oleh hukum itu sendiri. 
Berdasarkan pada Pasal 7 ayat (1) tersebut polisi dapat 
mengambil tindakan lain pada saat penyidikan selain yang telah 
disebutkan pada aturan perundang-undangan tersebut selama 
demi kepentingan tugas-tugas kepolisian, sekalipun polisi telah 
diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengambil 
tindakan lain tersebut tetap saja polisi harus bisa untuk 
mempertanggungjawabkan atas segala tindakan dan keputusan 
yang telah diambil didalam melaksanakan tugasnya. Hal demikian 
dimaksudkan agar polisi tidak menyalahgunakan kewenangan yang 
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dimilikinya, mengingat kewenangan untuk melakukan tindakan lain 
oleh polisi pada saat penyidikan tersebut demikian luasnya. 
 
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia 
Dasar yang membolehkan pelaksanaan diskresi oleh polisi 
menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ini terdapat didalam 
Pasal 16 ayat (1) huruf I dan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) 
Pasal 16  
(1) dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses 
pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang 
untuk : 
l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 
bertanggung jawab. 
(2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l 
adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang 
dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut : 
a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum,  
b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan 
tindakan tersebut dilakukan,  
c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam 
lingkungan jabatannya, 
d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang 
memaksa dan 
e. menghormati hak asasi manusia. 
  
Pasal 18 
(1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara 
Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya 
sendiri. 
(2) Melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat 
perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-





Maksud dari bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah 
suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian 
Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus 
mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan 
betul-betul untuk kepentingan umum. Sehingga hal tersebut dapat 
dijadikan landasan bagi diskresi  
Peranan perundang-undangan pidana dalam sistem peradilan 
pidana sangat penting karena perundang-undangan tersebut memberikan 
kekuasaan pada pengambil kebijakan dan memberikan dasar hukum pada 
kebijakan yang diterapkan.  
Dalam usaha untuk menegakkan hukum pidana telah disepakati 
bahwa tidak bisa hanya memperhatikan hukum pidana yang akan 
ditegakkan itu secara normatif yuridis semata-mata tanpa memperhatikan 
hubungannya dengan masyarakat, karena apabila menegakkan hukum 
pidana hanya melihat hukum atau normanya saja sudah dapat dipastikan 
tujuan sistem peradilan pidana akan sulit dicapai.  
Disitulah letak fleksibilitas sistem peradilan pidana, serta harus pula 
dipikirkan tentang pembinaan dari sistem peradilan pidana, serta perlu 
dipikirkan juga mengenai pembinaan diri tersangka pelanggar hukum itu 
dalam kerangka tujuan sistem peradilan pidana yang lebih luas. Dalam hal 
pemikiran ini pulalah selektifitas perkara dimungkinkan terjadinya pada 
setiap pentahapan proses. Sehubungan dengan hal itu polisi yang berada 
pada jajaran terdepan dalam sistem peradilan pidana mempunyai 
63 
 
kekuasaan untuk mengadakan seleksi perkara melalui diskresi, begitupun 
unsur komponen lainnya. 
Letak diskresi pada komponen lainnya itu seperti dikatakan oleh M. 
Faal bahwa43:  
Pada tingkat penuntutan, diskresi berupa wewenang jaksa untuk 
mendeponir suatu perkara yang sering disebut dengan asas oportunitas, 
sedangkan pada tingkat peradilan berupa keputusan hakim bebas 
(vrijspraak), hukuman bersyarat (voorwaardelijk veerordeling) atau lepas 
(de beklaag dewordt ontslage van alle rechtsvervolging) dan hukuman 
denda. Sedangkan pada tingkat pemasyarakatan berupa pengurangan 
hukuman atau remisi  
 
Seperti dimaklumi sistem peradilan pidana bertugas untuk 
menegakkan hukum, bertujuan untuk menanggulangi, mencegah atau 
membiarkan dan mengurangi kejahatan atau pelanggaran hukum pidana.  
Menurut Bassiouni yang dikutip Barda Nawawi Arif dan dikutip 
ulang oleh Faal bahwa tujuan-tujuan yang ingin dicapai hukum pidana 
atau sistem peradilan pidana itu pada umumnya terwujud dalam 
kepentingankepentingan sosial yaitu44: 
1. Pemeliharaan tertib masyarakat. 
2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau 
bahayabahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan 
oleh orang lain. 
3. Memasyarakatkan kembali (resosoalisasi) para pelanggar 
hukum. 
4. Memelihara atau mempertahankan integritas perundang-
undangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat 
kemanusiaan dan keadilan individu  
                                                          
43Faal, M. 1991. Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (DiskresiKepolisian). 




Seperti dikatakan Morris bahwa45: 
“Sesungguhnya sistem peradilan pidana itu tidak lain dari crime 
containment system, diharapkan agar tidak semua menghendaki setiap 
pelanggaran diproses melalui sistem peradilan pidana. Hal ini yang 
sifatnya tidak serius bisa diselesaikan diluar sistem peradilan pidana, 
misalnya pelanggaran ringan bisa diselesaikan dengan denda 
administratif atau perkara-perkara lain yang sifatnya sangat sumir bisa 
dengan cara dilakukan pembinaan, umpamanya diserahkan kepada orang 
tua atau diberi peringatan keras, terutama pada waktu perkara masih di 
tingkat penyidikan” 
 
Pendapat Morris tersebut tidak lain bertujuan untuk mengadakan 
efisiensi dalam sistem peradilan pidana yaitu dalam efisiensi kerja 
lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses mengadili tersebut. 
Dalam sistem peradilan pidana pemidanaan itu bukanlah 
merupakan tujuan akhir dan bukan pula merupakan satu-satunya cara 
untuk mencapai tujuan pidana atau tujuan sistem peradilan pidana. 
Banyak cara dapat ditempuh. Dapat menggunakan hukum pidana maupun 
dengan cara diluar hukum pidana atau diluar pengadilan. Penegakan 
hukum pidana sebagai suatu proses harus dilihat sebagai suatu realistis 
sehingga penegakan hukum secara aktual (actual enforcement) harus 
dilihat sebagai bagian diskresi yang tidak dapat dihindari karena 
keterbatasan-keterbatasan, sekalipun pemantauan secara terpadu akan 
memberikan umpan balik yang positif.  
Adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, 
alat - alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya ini 
mengakibatkan keharusan dilakukannya diskresi. 




Perkara-perkara ringanpun atau perkara yang kurang serius bila 
dimasukkan dalam sistem peradilan pidana, kemungkinan besar akan 
dijatuhi hukuman pidana penjara oleh hakim, sekalipun hanya dijatuhi 
hukuman penjara 1 (satu) atau 2 (dua) hari penjara saja. Dilihat dari segi 
ekonomisnya sistem peradilan pidana disamping tidak efisien, juga pidana 
penjara yang tidak benar-benar diperlukan semestinya tidak usah 
diterapkan, Sehingga kebijaksanaan diskresi, jadi pelaksaaan diskresi 
walaupun kelihatannya mengenyampingkan formalitas hukum yang ada, 
namun masih dalam kerangka asas-asas hukum, jadi tidak melewati garis-
garis batas kerangka asas hukum. 
3. Hukum tidak tertulis yang berlaku didalam masyarakat. 
Sesungguhnya hukum yang tidak tertulis sebagai landasan 
hukum adalah suatu hal yang konstitusional sifatnya, karena hal itu 
diakui oleh penjelasan umum UUD 1945 ”hukum dasar yang tidak 
tetulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam 
praktek penyelenggaraan negara46 
Dihubungkan dengan pelaksanaan tugas–tugas kepolisian, 
didalam menyelesaikan persoalan-persoalam hukum di masyarakat 
sering dapat diselesaikan berdasarkan hukum tidak tertulis yang 
berupa hukum adat. Dalam kaitannya dengan hukum adat tersebut 
sesuai dengan penjelasan yang diperoleh penulis dari hasil 
wawancara pada tanggal 21 Desember 2016 bahwa hukum adat 




yang dapat dijadikan pedoman adalah adat kebiasaan yang ada di 
masyarakat yang sesuai atau tidak bertentangan dengan hukum 
positif yang ada, mempunyai tujuan mempertahankan keamanan 
dan ketertiban didalam masyarakat serta tidak merugikan hak-hak 
orang lain. 
Begitu pula penyelesaian perkara-perkara atau 
mengenyampingkan perkara-perkara pidana yang serba ringan 
berdasarkan kebiasaan praktek atau hukum tidak tertulis itu 
biasanya ditempuh dikarenakan apabila dipaksakan berlakunya 
hukum pidana justru akan menimbulkan permasalahan baru, 
sehingga adat kebiasaanlah yang dipakai dalam menyelesaikan 
suatu perkara, karena bagaimanapun juga hal itu dirasa lebih 
praktis dan lebih murah daripada diselesaikan lewat sistem 
peradilan pidana. Misalnya saja ditempuh dengan upaya 
kekeluargaan yang dirasa bisa menyelesaikan masalah tanpa 
menjadikan hubungan yang ada dimasyarakat tadi menjadi 
renggang atau pecah. 
Pekerjaan kepolisian sesungguhnya juga tidak jauh dari 
pekerjaan mengadili. Sebab memberikan penafsiran terhadap 
hukum pidana pada saat berhadapan dengan orang-orang tertentu 
yang melakukan pelanggaran hukum termasuk pekerjaan mengadili 
juga. Dengan demikian norma-norma sosial yang ada dalam 
masyarakat seperti sikap yang berakar pada masyarakat Indonesia 
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pada umumnya berupa persatuan-kesatuan, gotong royong, 
toleransi, pemaaf, suka damai, rukun, tenggang rasa, norma-norma 
yang dianut merupakan landasan pula bagi pertimbangan Polisi 
dalam menegakkan hukum melalui sarana diskresi ini. 
Hal inilah yang menjadi alasan mengapa hukum adat yang 
berlaku dimasyarakat juga mempunyai peranan didalam 
pelaksanaan diskresi oleh polisi. 
4. Pendapat para ahli hukum yang sesuai dan yurisprudensi 
Menurut data hasil penelitian di SatResKrim Polrestabes 
Makassar pendapat dari para ahli hukum ini dijadikan sebagai 
dasar pemikiran atau untuk menambah wawasan yang lebih luas 
mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan diskresi, 
sehingga kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil oleh penyidik 
nantinya mempunyai landasan atau alasan yang kuat Pendapat, 
penjelasan, ajaran atau hasil penelitian para sarjana atau ahli dapat 
dijadikan dasar pemikiran atau menambah wawasan lebih luas 
mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan diskresi itu. 
Dengan pejelasan para ahli hukum akan melengkapi hukum yang 
kurang jelas, sehingga kebijaksanan-kebijaksanaan yang diambil 
oleh penegak hukum dalam hal ini polisi akan mendapat landasan 
yang relatif kuat. 
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa 
diskresi itu memiliki landasan-landasan hukum, namun para 
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petugas kurang memahaminya. Tindakan mereka untuk 
menggunakan kebijaksanaan diskresi dalam praktek biasanya 
terdorong atau berdasar atas keyakinan, kebutuhan di dalam 
praktek dan perasaan hukum mereka sendiri, kebijaksanaan 
pimpinan serta faktor-faktor yang mempengaruhi itu. 
Sahnya segala tindakan-tindakan kepolisian tidak selalu harus 
berdasarkan peraturan perundang-undangan, akan tetapi harus 
memenuhi persyaratan bahwa tindakan-tindakan polisi itu tidak 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tindakan itu 
adalah untuk mempertahankan ketertiban, ketentraman dan 
keamanan umum serta tindakan itu untuk melindungi hak-hak 
seseorang. Sebenarnya ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh 
yurisprudensi itu tidak lain dari pengakuan atau eksistensi adanya 
kehidupan diskresi didalam praktek kepolisian. Sebagai polisi tidak 
perlu terlalu kaku dalam menjalankan hukum dan perundang-
undangan. Dengan demikian polisi berwenang menerjemahkan 
hukum dan dapat bertindak apa saja dengan batas-batas yang 
tersebut diatas. 
Sekalipun terdapat eksistensi kehidupan diskresi, namun 
terdapat asas-asas yang membatasinya: 
a. Asas keperluan, dengan kata lain setiap tindakan harus 
betul-betul diperlukan dalam arti tanpa tindakan diskresi itu 
maka tugas kepolisian tidak akan terlaksana. 
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b. Asas kelugasan, bahwa diskresi tersebut harus obyektif dan 
tidak boleh mempunyai motif-motif golongan apalagi motif 
pribadi. 
c. Asas tujuan sebagai ukuran, dalam arti bahwa tindakan 
diskresi betul-betul agar apa yang menjadi tujuan segera 
dapat tercapai. 
d. Asas keseimbangan, yaitu antara lain tindakan, tujuan dan 
sasaran harus seimbang. 
Dengan pendapat dari para ahli hukum dan yurisprudensi yang 
sesuai maka akan melengkapi hukum yang kurang jelas itu, 
sehingga kebijaksanaankebijaksanaan yang diambil oleh para 
praktisi penegak hukum akan mendapat landasan yang relatif kuat. 
Bagaimanapun juga diskresi terkadang merupakan jalan keluar 
yang diambil akan tetapi sedikit menyimpang dari aturan hukum yang 
telah ditetapkan. Namun, diskresi inilah merupakan jalan keluar yang 
terkadang cukup membantu polisi terlebih pada kasus anak yang sangat 
dilindungi oleh undang-undang , agar dapat diselesaikan secara cepat dan 
mudah dengan proses musyawarah, sehingga anak dapat terhindar dari 
proses peradilan . Tentunya polisi tidak begitu saja mengambil inisiatif 
melakukan diskresi dengan alasan agar mudah melainkan diskresi itu 
sendiri terdapat dasar yang membolehkan untuk dilakukan oleh polisi 
menurut keadaan sosial anak dan menurut hukum.  
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B. Hambatan Dalam Penerapan Diskresi Terhadap Anak Yang 
Berkonflik Dengan Hukum 
Pada hakekatnya penegakan hukum merupakan suatu proses 
penyesuaian antara nilai-nilai dan pola perilaku nyata, yang bertujuan 
untuk mencapai kedamaian, sehingga tugas utama penegak hukum 
adalah mencapai keadilan. Penegakan hukum berupa proses untuk 
menkonkretkan wujud hukum yang masih abstrak menjadi suatu hal yang 
nyata. Hal ini mempunyai pengertian bahwa perundang-undangan tidak 
banyak berarti jika tidak diterapkan secara nyata oleh petugas. 
 Dalam proses penerapan diskresi tidak selalu dapat berjalan 
dengan baik, masih ditemui kendala yang menghambat kinerja penyidik 
UPPA Polrestabes Makassar. Adapun beberapa faktor yangmenghambat 
penerapan diskresi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum  adalah 
sebagai berikut: 
1. Pengetahuan Penyidik 
Penyidik sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan 
tugasnya haruslah mempunyai pengetahuan yang luas tentang 
hukum. Pengetahuan para penyidik selaku aparat Kepolisian yang 
berada dilingkungan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak  
sangat berbeda-beda. Hal tersebut dirasa sangat sangat 
mempengaruhi tentang suatu tindakan yang dilakukan oleh 
penyidik dalam menangani suatu perkara pidana khususnya anak. 
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Dari pengetahuan yang berbeda-beda tersebut dirasa dalam 
melakukan tugasnya sebagai penegakan hukum, pelaksanaan 
tugas tersebut kurang optimal. 
Dari hasil penelitian di lingkungan Unit PPA Polrestabes 
Makassar, pengetahuan akan suatu tindakan diskresi oleh Polisi 
sangat lah minim dan tidak merata diseluruh sumberdaya manusia 
yangada dilingkungan Unit PPA Polrestabes Makassar, hal tersebut 
membuat hambatan yang besar dalam pelaksanaan diskresi di 
dalam kekuasaan penyidikan oleh penyidik polisi, karena dalam 
penanganan suatu perkara pidana oleh penyidik,penyidik dituntut 
untuk menjadi seorang pimpinan (leader) yang mengakomodir 
kepentingan umum serta kepentingan tersangka ataupun korban 
dari kejahatan sehingga keadilan yang dicita-citakan masyarakat 
tidak hanyaberupa hal yang utopis belaka, akan tetapi nyata dalam 
bentuk realisasinya olehaparat penegak hukum. 
Diskresi pada dasarnya berpangkal dari pengetahuan penyidik 
yang bertujuan untuk pengambilan suatu keputusan ataupun 
kebijakan untuk menyaring suatu bentuk tindak pidana yang 
dianggap ringan serta tidak efektif bila dilanjutkan kedalam proses 
penuntutan serta pengadilan. Selain itu pengambilan kebijakan 
ataupun keputusan tersebut berdasarkan padapengetahuan 
penyidik yang dikuatkan dalam Pasal 7 huruf j Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
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Pidana serta Pasal 16 ayat (1) huruf h serta Pasal 18 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 2Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia serta Kode Etik Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, sehingga tindakan dalam pengambilan kebijakan 
diskresi tersebut tidak keluar dalam jalur hukum serta dalam 
pengambilan kebijakan diskresi penyidik tersebut harus 
berlandaskan ataspemerintahan yang baik serta bebas dari korupsi. 
2. Faktor Hukum 
Dalam kaitannya dengan kewenangan pemberian Diskresi ini, 
menurut pengamatan penulis faktor hukum dapat menjadi 
penghambat dalam penerapan Diskresi oleh aparat hal tersebut 
disebabkan karena masih kurangnya aturan yang menjelaskan 
mengenai penggunaan kewenangan Diskresi tersebut, pemahaman 
yang berbeda-beda di setiap aparat dalam menggunakan 
kewenangan Diskresi,  hal tersebut menjadikan hambatan penyidik 
dalam menerapkan kewenagan Diskresi tersebut.  
3. Kurangnya Partisipasi Para Pihak  
Salah satu penghambat pelaksanaan diskresi oleh penyidik 
ialah partisipasi para pihak yang kurang dan pemahaman para 
pihak mengenai penyelesaian yang akan dilakukan oleh penyidik 
terkadang tidak di respon dengan baik oleh pihak yang merasa 
dirugikan, seperti pihak korban yang tidak mau diselesaikan kasus 
tersebut secara kekeluargaan dan korban meminta untuk 
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melanjutkannya ke proses formal dengan maksud agar tersangka 
menyadari perbuatan yang telah di timbulkan terhadap pihak 
korban dan korban ingin memasukkan korban dalam penjara. 
Selain itu dari pihak tersangka yang terkadang takut melihat polisi 
karena membayangkan akan sosok polisi yang menyeramkan dan 
mengira akan dipenjarakan. Sehingga penyidik mengalami 
hambatan dalam melaksanakan tugasnya dan menerapkan 
kewenangan diskresinya. 
Secara umum pelaksanaan diskresi merupakan tindakan yang 
lumrah dan dilaksanakan sejak dulu oleh para pengambil keputusan 
karena diskresi tidak dapat dihindari dalam penegakan hukum disebabkan 
dua alasan, yaitu47 : 
a) Penerapan aturan dalam kasus yang sebenarnya dalam 
kenyataan pasti membutuhkan sifat bijaksana dari seorang 
petugas. Suatu perbuatan pidana dapat diterapkan aturan yang 
sama namun di lain kondisi tidak bisa karena alasan yang ada 
pada saat itu. Aturan pada prinsipnya diterapkan secara 
subjektif oleh penegaknya, kemampuan subjektif pelaksana 
bervariasi tergantung tenggapannya terhadap kejahatan 
ataupun pelanggaran yang terjadi. Sebagai contoh misalnya 
dalam kasus perbuatan yang dianggap melanggar akan 
                                                          
47Marlina.2010. Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum 
Pidana.Medan : USU Press. 
74 
 
dianggap pemaksaan kehendak oleh seorang petugas tapi 
pada petugas lain akan mempertimbangkan. Faktor apakah 
pelaku membela haknya atau karena terpaksa atau kelalaian 
atau sengaja karena kesembronoan dan lain-lain yang tidak 
sama dengan petugas pertama dalam memberikan 
pertimbangan. 
b) Eksistensi, kepentingan dan penerapan diskresi memberi kesan 
bahwa penegak hukum tidak memberikan batasan untuk 
menyelidiki dan meneliti kesalahan bila memang ditemukan. 
Penegakan hukum tetaplah dijamin bagi masyarakat luas dan 
bukan ditentukan oleh satu orang ataupun individu saja  
 Diskresi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum mempunyai 
kaitan dengan tugas dan peranan mereka dalam menegakkan suatu 
peraturan serta pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi dalam 
pelaksanaannya, masalah peranan dianggap penting karena pembahasan 
mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. 
Diskresi dalam hal ini mengandung arti luas bila dilaksanakan oleh pejabat 
publik, akan tetapi dalam arti sempit yang tercantum dalam Pasal 18 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia mempunyai sifatkhusus pelaksanaan diskresi menjadi 
kewenangan aparat Kepolisian, maka hal tersebut mengandung suatu arti 
sempit dan khusus bagi aparat Kepolisian yang dalam hal ini penyidik 
mempunyai kewenangan penuh dalam melakukan suatutindakan diskresi. 
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 Diskresi dalam pelaksanaannya dianggap penting sekali, karena 
tindakan tersebut menyangkut pengambilan keputusan yang sifatnya 
sangat terikat oleh hukum dimana penilaian pribadi memegang peranan 
dalampelaksanaan diskresi. Hal tersebut menimbulkan suatu persepsi 
dasar yang dimana diskresi merupakan suatu legitimasi dari aparat 
penegakan hukum dalam memberikan suatu kebijakan atau keputusan. 
Dalam konteks legitimasi tersebut melatarbelakangi hubungan antara 
suatu seorang aparat penegak hukum atau penyidik yang dalam hal ini 
mempunyai kewenangan untuk mengambil suatu tindakan atau keputusan 
yang ditujukan langsung kepada seorang pelaku kejahatan yang 
notabanenya adalah bagian dari masyarakat. Dari hal tersebut kefektifan 
dari fungsi penegakan hukum dapat diketahui dalam peranannya untuk 
menegakkan hukum dimasyarakat, karena fungsi diskresi 
tersebutmerupakan aspek penting dalam Sistem Peradilan Pidana 











A. Kesimpulan  
Berdasarkan uraian penulis di atas mengenai Pelaksanaan Diskresi 
Pada Tingkat Penyidikan Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum 
Di Kota Makassar, maka penulis dapat berkesimpulan bahwa :  
1. Dalam menerapkan Diskresi pada tingkat penyidikan terhadap anak 
yang berkonflik dengan hukum, aparat kepolisian kurang bisa 
menerapkan diskresi karena tugas penyidik sebagai pengendali / 
pemulih berpengang teguh pada KUHP sehingga setiap kewenangan 
yang harus dikeluarkan harus berdiskusi dengan pimpinan, akan 
tetapi pada kasus anak ada beberapa pertimbangan yang 
menyebabkan penyidik dapat menerapkan diskresi secara luas 
dengan pertimbangan-pertimbangan yakni status anak yang masih 
berstatus pelajar, tersangka telah menyadari kesalahannya dan 
sudah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi 
perbuatannya, permasalahan tersebut sudah dapat diselesaikan 
secara musyawarah dan kekeluargaan tanpa adanya paksaan atau 
tekanan dari pihak manapun, tersangka masih dapat dibina sehingga 
penyidik menyerahkan anak tersebut kembali kepada orang tua, wali 
atau orang tua asuhnya. Selain itu dalam menerapkan kewenangan 
diskresi penyidik juga di dukung oleh peraturan perundang-undangan 
yang menjadi dasar pelaksanaan diskresi oleh aparat kepolisian  
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2. Faktor – faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan diskresi 
terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ialah Faktor mengenai 
pengetahuan penyidiki, faktor Hukum , dan Kurangnya partisipasi 
para pihak dalam membantu aparat kepolisian untuk memproses 
suatu perkara.  
 
B. Saran  
Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan 
penulisan skripsi ini adalah  
1. Karena permasalahan hukum yang dihadapi penyidik di masyarakat 
berbeda-beda dan beraneka ragam corak dan modelnya, untuk itu 
perlu penanganan yang berbeda pula dengan melakukan tindakan 
lain berdasarkan hukum menjadi alternatif yang dapat digunakan 
oleh penyidik. subtansi perundang-undangan sekarang belum secara 
tegas dan detail mengaturnya, maka dari itu hendaknya pemerintah 
memberikan suatu tanggapan yang serius dalam membuat dasar 
peraturan yang baik serta tegas bagi tindakan diskresi yang meliputi 
ruang berlaku tugas penyidikan, kualifikasi bentuk perkara yang 
dapat dilakukan diskresi serta bentuk konsekuensi dari tindakan 
diskresi penyidik supaya lebih dapat payung hukum yang sah dan 
tidak bertentangan dengan hukum. Kepengaturan peraturan yang 
khusus bagi tindakan diskresi penyidik untuk dijadikan landasan 
serta pertimbangan dalam mengambil kebijakan subyektif dari 
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penyidik selaku pejabat publik Negara bersangkutan demi 
kelancaran tugas-tugasnya, supaya tindakan diskresi penyidik 
tersebut dapat sah dan kuat secara hukum. 
2. Masyarakat diharapkan untuk memahami bahwa kewenangan 
diskresimemang diberikan oleh hukum kepada polisi didalam 
lingkuptugasnya,tetapi dalam batas-batas yang ditentukan hukum, 
jadi bukan berarti polisiyang melakukan diskresi adalah polisi yang 
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